BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN DAN DASAR
HUKUM PUTUSAN NO: 0147/PDT.G/2011/PA LMG
TENTANG IJIN POLIGAMI

A. Analisis Tcrhadap Dasar Hukum Dalam Mcmutus Perkara No
0147/Pdt.G/2011/PA Lmg. Tentang Ijin Poligami

Sctelah mempcelajari  putusan  Pengadila  Agama  Lamongan  No.
0147/Pdt.G/2011/PA Lmg tentang ijin poligami, penulis dapat mendeskripsikan
bahwasanya, majlis Hakim menggunakan firman Allah dalam QS an-Nisa’ ayat
(3) dan UU No. 1 tahun 1974 pasal (5), Hakim tidak menggunakan ketentuan
pasal (4) ayat (2) undang undang No. 1 tahun 1974, yang mcnyatakan bahwa,
scorang laki-laki dapat mclakukan polgami harus memenuhu salah satu Syarat
yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan
3. Istcri tidak dapat mclahirkan keturunan.

Menurut majelis Hakim, sekalipun salah satu syarat yang telah di
scbutkan diatas tidak dapat di penuhi oleh pemohon, akan tetapi majelis Hakim
dapat memberikan tolcransi hukum pada pemohon dengan alasan, bahwa pada
asanya syari’at Islam tidak pernah memberikan persyaratan sebagai mana

tertuang dalam ketentuan pasal (4) ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974,
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Aturan tersebut dibuat dalam rangka untuk mengatur masyarakat, agar
tidak melakukan poligami secara sembarangan atau sebﬁliknya, agar poligami
dilakukan masyarakat sccara penuh tanggung jawab. Dengan demikian, aturan
terscbut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan (al-Maslahah al-Mursalah)
yang pclaksanaannya tetap harus dikaitkan dengan tujuan syari’at (Maqasid Al-
Tasyri’).

Seorang Hakim harus melakukan ijtiad untuk memastikan hukum di
beberapa kasus yang mempunyai banyak interpretasi. Scorgng Hakim dapat
berijtihad dengan sempurna apabila: memiliki pengetahuan luas dalam bidang
ilmu hukum dan ilmu sosial lainnya, mengetahui dengan baik al-Qur’an, sunnal,
gJma’ dan giyas, mengetahui yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.!

Sikap bijaksana juga sangat dibutuhkan agar sctiap perkara yang
ditanganinya dapat disclesaikan scsuai dengan hukum yang berlaku, schingga
tidak akan terjadi putusan cacat Hukum dan tidak akan ada pihak yang merasa
dirugikan.

Kemungkinan terjadinya poligami merupakan kenyataan ;‘Normatif
tckstual” yang dinyatakan jelas dalam al-Qur'an. Demikian pula didukung oleh

kenyataan “Historis” yang menunjukkan bahwa poligami tclah berkembang di

tengah-tengah masyarakat scbelum datangnya Islam. Kemudian Islam dengan

! Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan, (Jakarta: Kencana, 2007), 177.
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ajarannya tentang poligami bermaksud mengatur melalui cara pembatasan
jumlah maksimal poligami dan penetapan keharusan berbuat adil. Pernyataan
adil dalam berpoligami itu tidak ditentukan batasan minimal dalam suatu
pengadilan, tetapi hal itu ditentukan dengan kesediaan / keikhlasan isteri yang
akan dimadu / poligami terscbut. Baik itu masalah nafkah maupun tcmpat
tinggal.

Akan tctapi jika mclarang laki-laki untuk menikah lcbih dari satu
orang, juga akan berdampak buruk bagi laki-laki itu scndiri. Sepcrti halnya
suami yang hipersex, maka dalam hal kondisi scperti ini dapat dijadikan alasan
bagi suami untuk memperoleh ijin poligami dari Pengadilan.

Dalam hal scorang laki-laki yang akan beristeri lebih dari satu orang,
maka terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dari pengadilan, dan khusus bagi
yang beragama Islam ijin terscbut harus diajukan ke Pengadilan Agama.
Selanjutnya untuk mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama maka harus
memenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai dengan alasan-alasan yang
dibenarkan. Tentang hal ini telah diatur dalam pasal (4) dan (5) Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , pasal (41) Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975, pasal (57) dan (58) Kompilasi Hukum Islam

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis Hakim Pengadilan Agama

Lamongan yang menangani permohonan ijin poligami harus mempunyai dasar-
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dasar Hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu
keputusan, agar tidak mcrugikan salah salah satu pihak yang berperkara.

Sctelah mempelajari duduk perkara bukti-bukti dan ketcrangan para
saksi dalam persidangan, majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan scpakat
untuk: mengabulkan permohonan Pemohon, dan memberi ijin kepada Pemohon
untuk beristeri lagi (poligami), scrta menghukum kepada- Pemohon untuk
membayar biaya perkara scbesar Rp 516.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Di dalam putusan poligami ini dapat di analisa bahwa, dasar Hukum
yang di gunakan Hakim untuk mengabulkan ijin poligami tcrsebut adalah
kelengkapan syarat-syarat poligami scperti peryataan isteri, persaksian dari saksi
yang bersumpah di depan persidangan, pernyataan berbuat adil bagi suami,
Jaminan bagi istcri-isterinya dan berdasarkan pada QS an-Nisa’ ayat 3.2

Dengan demikian, diketahui bahwa dalam mengabulkan ijin poligami
terscbut majelis Hakim tidak menganalogikan alasan suami kepada pasal (57)
Kompilasi Hukum Islam, ataupun pasal (4) ayat (2) Undang-undang Nomor. 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, berdasarkan dasar Hukum

diatas yang menjadi dasar Hakim dalam memutuskan perkara ijin poligami

kurang scsuai dengan kritcria-kriteria bagi seseorang yang melakukan poligami.

*Rouf, Wawancara, 11 Juli 2012
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B. Analisi Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan
Agama Lamongan No. 0147/Pdt.G/PA Lmg Tentang Ijin Poligami
Dari beberapa persyaratan yang ada dalam Hukum Islam maupun
Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang harus dipcnuhi olch scorang laki-laki
untuk dapat mclakukan poligami yang tclah discbutkan scbelumnya, Majclis
Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam putusan No. 0147/Pdt.G/PA Lmg,.
Sudah memenuhi persyaratan pasal (5) Undang-undang perkawinan Tahun 1974
yaitu adanya persctujuan dari isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,
adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak
mercka.
Dalam al-Qur’an dan al-Hadis tclah discbutkan bahwa, scorang laki-
laki yang akan mclakukan poligami itu, harus dapat berlaku adil terhadap isteri-
isterinya, scperti yang tercantum dalam Qs an-Nisa’ ayat (3) dan ayat (129),

yang berbunyi scbagai berikut:
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Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-
isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu
Janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintar), sehingga
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan Jika kamu Mengadakan
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perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesunggulnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang™

Maksud ayat terscbut adalah jika seorang laki-laki merasa yakin tidak
dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan
lain. Pengertian semacam ini dalam ayat terscbut bukanlah scbagai hasil dari
pemahaman sccara tersirat, scbab para ulama scpakat bahwa siapa yang yakin
dapat berbuat adil terhadap anak perempuan yatim, maka ia berhak menikahi
perempuan Iebih dari scorang .

Pada perinsipnya kcbahagiaan rumah tangga bagi scorang suami hanya
apabila mempunyai scorang isteri saja, karena bentuk rumah tangga seperti itu,
scharusnya dipclihara olch sctiap individu dan diyakini. Akan tetapi terkadang
memang ada beberapa kondisi yang dialami scscorang yang mendorongnya
untuk keluar dari ketentuan terscbut karena ada kemaslahatan-kemaslahatan
penting yang berkait dengan kehidupan rumah tangganya. Sehingga poligami
bagi dirinya tidak bisa diclakkan, seperti halnya:

1. Bila scorang suami beristerikan mandul, sedangkan ia sangat mengharapkan
keturunan.

2. Apabila kekuatan scksualnya sangat tinggi dan tidak cukup hanya dengan
scorang isteri, makq hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan untuk

berpoligami, akan tctapi tetap harus melalui proscdur yang ketat.

3Dcpartemcn Agama RL,A/-Quran Dan T crjemahnya(Bandung:C.V.J-ART 2005),99.
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Jika scorang isteri terkena penyakit yang tidak kunjung sembuh,
sehingga melalaikan ia dari kewajibannya sebagai isteri, tidak memberikan hak-
hak suaminya, dan bahkan menelantarkan suami menderita sccara fisik maupun

batinnya, maka scorang suami dalam kondisi seperti ini pula dapat mengajukan ijin

untuk poligami.

Dalam  Islam, poligami yang ditawarkan adalah berasaskan kepada
untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat muslim itu sendiri. Hal ini tentunya
hanya berlaku bagi para pasangan suami isteri yang mengalami problematika
dalam membina rumah tangga seperti isteri yang sakit, mandul, dan atau tidak
dapat melaksanakan kewajibannya sebagai isteri.

Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaan perkawinan sccara poligami itu
Jjustru malah mendatangkan kemafsadatan atau kerusakan, maka hal itu harus
ditinggalkan, karena sesuai dengan kaidah usi/ figh yaitu:

“yaitu menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan’

Jadi, untuk dapat melakukan poligami yang diperbolehkan dan sesuai
dengan Hukum Islam, maka seorang laki-laki tersebut harus dapat berlaku adil
terhadap isteri-isterinya. Akan tetapi di Negara Indonesia, untuk dapat
melakukan poligami, seorang laki-laki itu harus mendapatkan ijin dari

Pengadilan Agama, yang mana dalam Pengadilan tersebut mempunyai syarat-

* A.Dzazuli, kaidah Fikih...., 165
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syarat yang harus terpenuhi untuk dapat melakukan poligami. Syarat-syarat
terscbut tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal (3), pasal (4)
dan pasal (5), yang berbunyi sebagai berikut:

Mcnurut pasal (3) ini, pada dasamya scorang suami itu hanya boleh
mempunyai isteri satu orang saja dan demikian pula scbaliknya scorang isteri
pun hanya bolch memiliki suami satu orang. Namun demikian Pengadilan
Agama bisa memberikan ijin kepada scorang suami untuk bisa menikah lagi
apabila memang pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu pihak isteri maupun
pihak suami tidak berkeberatan atau memaklumi  bila  scorang suami
berkeinginan menikah Iebih dari satu.

Di dalam pasal (4) dijclaskan apabila scorang suami berkeinginan
uantuk menikah lebih dari satu orang maka sang suami tcrscbut wajib
mengajukan surat permohonan ijin menikah lagi kcpada Pengadilan Agama
didacrah tempat tinggalnya. Sclanjutnya berdasarkan pada pasal (5) UU No. 1
tahun 1974, di jclaskan apabila scorang suami berkeinginan menikah lagi harus
mengajukan surat untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan. Adapun untuk
mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama harus ada syarat-syaranya juga.
Syarat tersebut meliputi:

1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri, maksudnya sebelum suami
mengajukan surat permohonan ke Pengadilan terlebih dahulu harus

ada persctujuan dari isteri-isteri bagi suami untuk bisa menikah lagi
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artinya kalau isteri-isteri tidak menyetujui maka suami tidak bisa

menikah lagi (poligami).

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu mcnjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mercka. Ini sudah jclas
bahwa apabila suami dianggap tidak mampu untuk memenuhi scmua
kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mercka sccara layak maka
tidak di perbolchkan menikah lebih dari satu kerena dianggap bisa

-

menclantarkan mereka semua.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri
dan anak-anak mercka. Ini juga sudah jclas bahwa suami yang mau manikah lagi
harus bisa adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, walaupun adil itu
sulit tapi paling tidak harus berusaha seadil mungkin agar tidak menimbulkan
kamudorotan dikemudian hari.’

Sclain itu dalam kompilasi Hukum Islam juga discbutkan dalam pasal
(55) ayat (2) yang menyatakan bahwa, syarat utama beristeri lebih dari satu
orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
Dalam pasal (57) juga discbutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi ijin

kepada scorang suami yang akan beristeri lebih dari scorang apabila :

5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
Indoncsia, (Trinity Optima Media, Cet. 1, 2007), 90-91
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a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban scbagai isteri.
b.Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat discmbuhkan.
c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
Sclain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, dalam pasal (58) ayat
(1) juga discbutkan, untuk memperolch ijin Pengadilan Agama harus pula
dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal (5) Undang-undang No.l1
Tahun 1974 yaitu: Adanya persctujuan istcri. Adanya kepastian bahwa suami
mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mercka.®
Dari persyaratan yang tclah discbutkan diatas, scmuanya tclah terpenuhi
olch Pemohon, kecuali syarat yang tercantum dalam pasal (4) ayat 2 UU No.l
tahun 1974. Majclis Hakim mengatakan Bahwa pada asasnya syari’at Islam tidak
pernah memberikan persyaratan scbagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 4)
ayat (2) Undang-undang No. | Tahun 1974. Aturan terscbut dibuat adalah dalam
rangka untuk mengatur masyarakat agar tidak mclakukan poligami sccara
sembarangan atau scbaliknya agar poligami dilakukan masyarakat sccara penuh
tanggung jawab.
Mcmang benar bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal (4) ayat
2 ini, tidak ada dalil al-Qur’an maupun al-Hadis yang menyebutkan bahwa,
untuk dapat melakukan poligami, dengan syarat isteri tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang

8 1bid., 21-22
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tidak dapat disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan ke.turunau. Jadi bisa
dikatakan bahwa peraturan tersebut dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur
masyarakat agar tidak mclakukan poligami secara sembarangan, atau sebaliknya
agar poligami dilakukan masyarakat sccara penuh tanggung jawab. Dengan

demikian aturan terscbut hanyalah berkaitan dengan kemaslahatan.



